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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan keefektifan  

penghapusan BMN pada Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM serta mengetahui 

kendala dan hambatan apa saja dalam penghapusan BMN pada Badan Strategi Kebijkan 

Hukum dan HAM. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif, di 

mana sumber data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai instansi. Data 

penelitian mencakup hasil wawancara, observasi lapangan, dokumentasi, serta informasi 

dari penelitia sebelumnya yang digunakan sebagai acuan teoritis. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM menggunakan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 165 Tahun 2021 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara serta 

implementasi SAKTI sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 

Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI. 

 

Kata kunci: Barang Milik Negara (BMN), Proses Penghapusan BMN, Sistem Aplikasi 

Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 

 

  



1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

Bab in memuat tentang latar belakang dan perumusan masalah yang 

menunjukan urgensi dari topik yang dipilih penulis serta menjelaskan tujuan 

pelaksanaan magang, penjelasan tentang uraian bab dan sub-bab dalam laporan, dan 

manfaat pelaksanaan baik bagi penulis, instansi mitra magang, dan Prodi Akuntansi. 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara, 

Pengelolaan keuangan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatauhasaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 

keuangan. Lingkup keuangan negara yang akan dibahas oleh penulis adalah Barang 

Milik Negara (BMN). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa yang dimaksud dengan Barang Milik 

Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN 

dan perolehan lainnya yang sah. Terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan 

Barang Milik Negara (BMN) yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian (Yustiana, H., Arifuddin, & Kartini. 2023).  

Dari beberapa tahapan pengelolaan BMN ini, penulis tertarik untuk 

membahas salah satu dari beberapa pengelolaan BMN yaitu mengenai penghapusan 

BMNd. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 mengenai tata 

cara pelaksaaaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara, tindakan 

menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan mengeluarkan 

keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, 

pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab fisik dan 

administrasi terhadap barang yang berada dalam penguasaannya merupakan definisi 

dari Penghapusan. Dalam pengelolaan BMN, masih terdapat beberapa aset BMN 

dalam keadaan rusak yang belum ditangani secara efektif, yaitu berupa Kendaraan 

Dinas Operasional (KDO), aset tersebut diperkirakan mahal untuk diperbaiki atau 
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diganti sehingga kendaraan yang memiliki umur ekonomis lebih dari 10 tahun dan 

keadaan rusak dapat dilakukan penghapusan (Jayanti et al., 2019). Terdapat 

beberapa cara dalam menghapus BMN dari daftar barang, salah satunya 

penghapusan BMN melalui tindak lanjut pemindahtanganan dengan ditransfer. 

Transfer tersmasuk dari hibah yang merupakan pengalihan kepemilikan barang dari 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa 

memperoleh penggantian, hanya saja istilah transfer dikualifikasikan untuk 

pengalihan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sedangkan hibah 

untuk pengalihan kepada pihak lain.  

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan 

Barang Milik Negara menyatakan bahwa kegiatan penatausahaan barang milik 

negara mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN. Sistem 

administrasi keuangan di Indonesia sudah melesat dengan cepat, salah satunya 

menggunakan basis internet yang memudahkan pekerjaan manusia dalam 

mengoperasikannya (Hariyani & Arum, 2022). Implementasi teknologi informasi 

dan komunikasi pemerintahan (e-government) dimaksudkan untuk meningkatkan 

efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. 

Indonesia telah mengembangkan pengelolaan keuangan negara yang modern 

melalui penerapan Integrated Financial Management Information System (IFMIS). 

Pemerintah kemudian menyempurnakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi 

(SAKTI) untuk menerapkan IFMIS di tingkat satuan kerja setelah sebelumnya 

membangun Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk 

memodernisasi dan memperlancar proses perbendaharaan negara di sisi BUN 

(Gultom & Harahap, 2024). Aplikasi SAKTI bersifat wajib bagi satuan kerja yang 

ada di Kementerian Negara/Lembaga dan digunakan dalam proses penyusunan 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) (Hadi, 2022). 

Mempertimbangkan pentingnya penghapusan pada BMN berupa kendaraan 

operasional yang memiliki umur ekonomis lebih dari 10 tahun maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Sistem Aplikasi 

Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam Penghapusan Barang Milik Negara 

melalui Transfer pada Kantor K” 



3 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang 

menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan 

menggunakan SAKTI pada Kantor K? 

2. Apakah aplikasi SAKTI sudah diterapkan secara efektif dalam pelaksanaan 

penghapusan Barang Milik Negara (BMN)? 

1.3 Tujuan Magang 

Berdasarkan pemaparan di atas, adapun tujuannya untuk: 

1. Mengetahui apakah pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) 

tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku 

2. Mengetahui apakah aplikasi SAKTI sudah diterapkan secara efektif dalam 

pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor K 

1.4 Manfaat Magang 

1.4.1 Bagi Mahasiswa 

1. Memiliki kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang diperoleh di 

bangku perkuliahn untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai 

dunia kerja 

2. Mendapatkan gambaran tentang dunia kerja, khususnya dunia keuangan 

3. Mendapatkan pengalaman kerja guna meningkatkan kemampuan diri serta 

menjadikannya sebagai referensi persiapan kerja di masa datang 

1.4.2 Bagi Universitas Islam Indonesia 

1. Sebagai tambahan referensi khususnya mengenai keuangan di Indonesia 

2. Menggunakan data tersebut bagi pihak-pihak yang membutuhkan 

1.4.3 Bagi Kantor K 

1. Membantu meningkatkan kegiatan operasional kementerian secara maksimal 

2. Memperoleh masukan yang mungkin dapat meningkatkan kapabilitas dari 

instansi tersebut 
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1.5 Sistematika Laporan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan Laporan Akhir Magang ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB 1   PENDAHULUAN 

Bab in memuat tentang latar belakang dan perumusan 

masalah yang menunjukan urgensi dari topik yang dipilih 

penulis serta menjelaskan tujuan pelaksanaan magang, 

penjelasan tentang uraian bab dan sub-bab dalam laporan, 

dan manfaat pelaksanaan baik bagi penulis, instansi mitra 

magang, dan Prodi Akuntansi. 

BAB 2   KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini memuat penjelasan mengenai berbagai macam 

uraian landasan teori yang digunakan untuk melakukan 

perencanaan dan analisi kegiatan Program Magang dari 

berbagai aspek 

BAB 3   METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, sumber 

dan data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini. 

BAB 4   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat uraian terkait profil organisasi tempat 

pelaksanaan magang, aktivitas kegiatan magang, serta 

urain mengenai analisis dan pembahasan atas masalah 

yang dirumuskan. 

BAB 5   SIMPULAN DAN HASIL 
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Bab ini memuat simpulan atas hasil analisis permasalahan 

serta rekomendasi terkait kendala yang telah dihadapi 

selama pelaksanaan magang. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini memuat penjelasan mengenai berbagai macam uraian landasan teori 

yang digunakan untuk melakukan perencanaan dan analisi kegiatan Program Magang 

dari berbagai aspek. 

2.1 Teori Aset Tetap 

PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap dan PMK Nomor 225 Tahun 2019 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menjelaskan bahwa aset berwujud 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan untuk kegiatan 

operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat disebut dengan Aset 

Tetap. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 234-PMK.05.2020 Bab 

VII, Terdapat beberapa klasifikasi dari aset tetap yaitu tanah, peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, jalan, irigrasi, jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi 

dalam pengerjaan. 

Muhammah Nur dan Hamizar dalam bukunya “Intermediate Accounting” 

(2011:152) menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh  

dengan cara dibangun atau dalam bentuk siap pakai yang digunakan dalam 

operasional perusahaan, tidak bermaksud untuk dijual dan mempunyai masa 

manfaat lebih dari 12 bulan. 

Mulyadi (2013:593) menjelaskan bahwa aset tetap perusahaan diperoleh 

melalui berbagai cara, yaitu pembelian, pembangungan, dan sumbangan.  

2.2 Teori Barang Milik Negara 

(Agustina, 2021) menyatakan bahwa Barang Milik Negara (BMN) 

merupakan kekayaan negara yang dibeli atau diperoleh dengan biaya Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau hasil perolehan lain yang sah dan 

dibatasi penggunaannya, digunakan untuk melaksanakan misi kementerian, di mana 

pengelolaan Barang Milik Negara ini meliputi kebutuhan perencanaan dan 

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan 

pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar tercapai pengelolaan yang tepat 
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berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara adalah 

1. Semua barang milik negara dicatat dengan baik 

2. Segala kegiatan dalam rangka pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan 

landasan asas fungsional, keterbukaan, transparasi, kepastian hukum, 

akuntabilitas, efisiensi, dan kepastian nilai. 

3. Bahan penyusunan neraca pemerintah pusat mencakup data serta nilai BMN 

yang sudah dijelaskan jumlah, kondisi, dan nilai BMN yang wajar 

BMN dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu aset lancar berupa 

persediaan, aset tetap, dan aset lainnya yang meliputi aset pihak ketiga, aset tak 

berwujud, dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan (Setiawati, 2021). 

2.3 Teori Penghapusan Barang Milik Negara 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 mengenai tata 

cara pelaksaaaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara, tindakan 

menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan mengeluarkan 

keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, 

pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab fisik dan 

administrasi terhadap barang yang berada dalam penguasaannya merupakan definisi 

dari Penghapusan. 

Terhadap barang yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional 

kantor dan hanya membebani biaya pemeliharaan, penghapusan dapat menjadi salah 

satu solusi untuk efisiensi anggaran, dalam hal dilakukan (Zaki et al., 2021). 

2.4 Teori Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 

Sistem SAKTI Pasal 1 Nomor 1 menyatakan bahwa SAKTI adalah sistem yang 

mengintergrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta 

pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi 

pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. 

Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditijen 

Perbendaharaan) telah meluncurkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi 
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(SAKTI) yang awal pertama kali digunakan untuk pelaksanaan RKA-K/L 

(penyusunan perencanaan dan revisi anggaran).  

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang 

digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN 

untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga 

pertanggungjawaban anggaran (Fenansir Adam et al., 2022). 

Menurut Kusmanadji selaku Sekretaris Badan BPPK, inovasi dan perbaikan 

yang secara terus-menerus dilakukan oleh Kementerian Keuangan menghasilkan 

SAKTI yang digunakan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara secara 

tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mengintegrasikan 

seluruh proses bisnis pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, sampai pelaporan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan 

negara, SAKTI merupakan langkah modernisasi administrasi publik. 

2.5 Kajian Terdahulu 

Beberapa tema penelitian mengenai Prosedur Penghapusan Barang Milik 

Negara Melalui Tindaklanjut Transfer/Hibah dengan Menggunakan Aplikasi Sistem 

Akuntansi Tingkat Instansi sudah dilakukan sebelumnya. Pertama, penelitian yang 

dilakukan oleh Adriann Fitriyanto dan Dyah Setyaningrum dengan judul 

“Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Negara Melalui Proses Hibah 

Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah”. Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis implementasi pemindahtanganan barang milik negara melalui proses 

hibah di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan serta membantu memberikan 

masukan dalam melakukan percepatan proses hibah barang milik ngara sesuai 

dengan peraturan yang mengatur pemindahtanganan barang milik negara. Penelitian 

ini menyimpulkan bahwa proses pemindahtanganan barang milik negara melalui 

proses hibah di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Slamet Soesanto, Ni Made Artini, 

Aurelia Sybill Putri Ruhiyat dengan judul “Implementasi Sistem Akuntansi 
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Penghapusan Barang Milik Negara Mengacu Pada Peraturan Pemerintah”. 

Penelitian dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam proses penghapusan barang milik negara 

ketika mengajukan proposal keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama, serta 

terjadinya gagal lelang. Tetapi, Kantor Pertanahan Kabupaten yang diteliti sudah 

mengatasi permasalahan tersebut dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Firdausi Setio Dewi dengan judul 

“Analisis Implementasi Sistem Akuntansi Penghapusan Barang Milik Negara dan 

Pengendalian Internal pada Keenterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional”. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis perlakuan akuntansi 

barang milik negara yang diterapkan pada Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Pemerintah Menteri Keuangan RI 

No. 83/PMK.06./2016. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

meski penghapusan Barang Milik Negara sudah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, namun masih terdapat kendala, termasuk tidak jelasnya asal usul barang 

milik negara tersebut. 
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BAB 3  

METODE PENELITIAN 

Bab ini menyajikan uraian mengenai jenis penelitian, sumber dan data 

penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan oleh 

penulis dalam penelitian serta objek yang dianalisis dalam penelitian ini tentang 

prosedur penyusunan anggaran, tugas yang dilakukan dalam menyusun anggaran, dan 

kendala yang dihadapi Biro Barang Milik Negara pada Kementerian Hukum dan HAM 

RI saat peroses penghapusan Barang Milik Negara. 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif yang bersifat analisis 

deskriptif. Penelitian deskriptif menurut (Sugiyono, 2016) yaitu metode yang 

digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data 

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi. Penelitian deskriptif mempelajari masalah dan prosedur sosial yang 

berlaku ada masyarakat atau situasi tertentu, seperti hubungan, aktivitas, sikap, 

perspektif, dampak dari proses dan fenomena yang sedang berlangsung (Nazir, 

1988). 

Penulis memilih penelitian kualitatif dengan metode studi kasus karena ingin 

meneliti tentang bagaimana Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Melalui 

Transfer pada Biro Barang Milik Negara Kantor K. 

3.2 Sumber dan Data Penelitian 

Tempat lokasi penelitian berada pada Kantor K yang berlokasi di Jakarta 

Selatan. 

Penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data 

sekunder. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua sumber data: 

1. Data Primer 

Data primer didapatkan secara langsung melalui wawancara terhadap 

penanggungjawab bagian BMN pada saat penulis melakukan program magang  
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di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun topik-topik yang telah 

diperoleh melalui wawancara adalah: 

a. Apa saja fungsi Kantor K 

b. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemindahtanganan maupun penghapusan 

BMN serta perannya 

c. Kriteria BMN yang ditransfer 

d. Keefektifan SAKTI dari segi kualitas sistem 

e. Peraturan yang digunakan dalam pemindahtanganan maupun penghapusan 

BMN 

f. Prosedur penghapusan dan pemindahtanganan melalui transfer yang 

dilakukan oleh Kantor K 

g. Dokumen yang dibutuhkan pada saat pemindahtanganan BMN 

h. Proses penghapusan BMN melalui SAKTI 

i. Hambatan atau kendala pada saat proses penghapusan 

2. Data sekunder 

Menurut (Sugiyono, 2018) Data sekunder yaitu sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepad pengumpul data, misalnya melalui orang lain 

atau melalui dokumen. Pada penelitian ini, penulis mendapatkan data sekunder 

melalui literatur serta refrensi lainnya, mulai dari dokumen dan prosedur 

pengguna barang, literatur yang berkaitan, media online, dan jurnal penelitian, 

yaitu: 

a. Peraturan Menteri Keuangan 

b. Buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis 

c. Website Kantor K 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berikut 

penjelasan dari kedua teknik tersebut: 

1. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pegawai yang berperan sebagai 

responden. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan pertanyaan terlebih 
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dahulu, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang masih 

relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber sesuai kebutuhan 

penelitian. 

Berikut pertanyaan yang telah ditanyakan: 

j. Apa saja fungsi Kantor K 

k. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemindahtanganan maupun penghapusan 

BMN serta perannya 

l. Kriteria BMN yang ditransfer 

m. Keefektifan SAKTI dari segi kualitas sistem 

n. Peraturan yang digunakan dalam pemindahtanganan maupun penghapusan 

BMN 

o. Prosedur penghapusan dan pemindahtanganan melalui transfer yang 

dilakukan oleh Kantor K 

p. Dokumen yang dibutuhkan pada saat pemindahtanganan BMN 

q. Proses penghapusan BMN melalui SAKTI 

r. Hambatan atau kendala pada saat proses penghapusan 

2. Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan informasi dan data yang bersumber 

dari dokumen – dokumen yang dimiliki Instansi terkait penelitian. Yaitu berupa: 

- Dokumen Berita Acara Transfer 

- Penghapusan di SAKTI 

3.4 Teknik Analisis Data 

Penulis mengolah data dengan cara menganalisis data yang telah 

dikumpulkan menggunakan teknik analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif. 

Analisis ini menghasilkan representasi mengenai kondisi yang telah diamati, yaitu 

mengenai prosedur sistematis pelaksanaan penghapusan BMN menurut Peraturan 

Perundang-undangan yang masih berjalan serta penerapan Sistem Aplikasi 

Keuangan Tingkat Instansi sudah dilaksanakan secara efektif atau belum 

berdasarkan user experience dalam proses pengawasan dan pengendalian Barang 

Milik Negara. Penyajian data tidak berupa angka-angka, tetapi dideskripsikan 

menggunakan data dari wawancara dan observasi.  
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BAB 4  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat uraian terkait profil organisasi tempat pelaksanaan magang, 

aktivitas kegiatan magang, serta urain mengenai analisis dan pembahasan atas masalah 

yang dirumuskan. 

4.1 Profil Tempat Magang 

 

Gambar 1 Kantor K 

 

Gambar 2 Kantor K 

Kantor K membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kantor K dipimpin oleh seorang 

Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh YL. 
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Unit kerja tujuan magang: 

a. Nama Instansi  : Kantor K 

b. Unit ditempatkan : Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Ham – Biro  

     Umum dan Barang Milik Negara 

c. Alamat   : Jakarta Selatan  

4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi: 

Kantor K yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintergritas dalam 

pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, 

Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong 

Misi: 

1. Membentuk peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan 

melindungi kepentingan nasional; 

2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas; 

3. Mendukung penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, 

Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang 

bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya; 

4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi 

Manusia yang berkelanjutan; 

5. Melaksanakan peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat; 

6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan 

Pemasyarakatan; serta 

7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui Reformasi 

Birokrasi dan Kelembagaan. 

4.1.2 Struktur Organisasi 

Berikut ini adalah struktur organisasi pada Kantor K 
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Gambar 3 Struktur Organisasi Kantor K 

 

Gambar 4 Struktur Organisasi Badan Kantor K 
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Gambar 5 Struktur Organisasi Sekretariat  

4.2 Aktivitas Magang 

Pelaksanaan magang dimulai pada tanggal 4 September 2023 sampai pada 

tanggal 30 November 2023. Sebelum memulai magang, penulis melakukan riset 

terlebih dahulu mengenai profil instansi dengan sistem serta prosedur apa saja yang 

dipakai dan diterapkan oleh Kantor K, tepatnya di Badan Strategi dan Kebijakan 

Hukum dan HAM. Pada tanggal 4 September 2023, penulis diberikan pembekalan 

oleh Ibu Yuni Sri Dwijayanti, A.Md.P, S.H., M.Krim. selaku kepala subbagian tata 

usaha pimpinan dan protokol, mengenai aturan instansi yang harus dipatuhi saat 

kegiatan magang berlangsung, seperti jam kerja kantor yaitu dimulai pukul 07.30 

WIB sampai pukul 16.00 WIB, kemudian harus berperilaku sopan santun, serta 
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aturan berpakaian selama kegiatan magang dilaksanakan yaitu berpakaian rapi. 

Setelah pembekalan selesai kemudian pengenalan lokasi ruangan yang penulis 

tempati yaitu Divisi Biro Umum dan Barang Milik Negara. 

Di hari pertama magang, penulis bertemu dengan Ibu Heny Widyawati, S.H., 

M.H. selaku Kepala Bidang bagian BMN untuk dijelaskan mengenai teknis 

pelaksanaan magang, pekerjaan yang dilakukan, dan pengenalan dengan pegawai. 

Kemudian penulis juga menjelaskan maksud dan tujuan penulis selama magang agar 

dapat diarahkan oleh para pegawai yang bertugas. Dalam minggu pertama 

pelaksanaan magang, penulis diminta untuk melakukan pencatatan pada kartu 

persediaan barang dengan tujuan untuk memberikan informasi persediaan barang 

meliputi jumlah dan berapa nilai per barang, mengontrol persediaan, penerimaan, 

dan pemakaian barang serta memberikan data persediaan barang untuk kepentingan 

perhitungan dan analisis. Kemudian penulis mengikuti perjalanan dinas dalam 

rangka rekonsiliasi BPJS pegawai dengan tujuan tercapainya data iuran yang akurat 

dan valid. Dari adanya rekonsiliasi tersebut diharapkan seluruh pihak-pihak terkait 

telah sepakat atas hal-hal seperti data, mekanisme pemotongan, dan penyetoran 

iuran wajib. 

Pada bulan Oktober, penulis diberi pekerjaan untuk menginput data 

persediaan barang ke dalam SAKTI. SAKTI merupakan aplikasi yang digunakan 

sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN untuk 

melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga 

pertanggungjawaban anggaran. Modul Persediaan SAKTI menggunakan metode 

pencatatan perpetual, yaitu metode yang menentukan pencatatan persediaan 

dilakukan secara langsung dan berkesinambungan sesuai dengan jumlah dan harga 

pada setiap transaksi sehingga dilakukan perekaman dan approval transaksi secara 

urut sesuai tanggal dokumen transaksi agar penyajian Laporan Persediaan benar. 

Kemudian penulis diminta untuk membantu membuat DRPP (Daftar Rincian 

Permintaan Pembayaran) oleh Bendahara Pengeluaran. DRPP merupakan seluruh 

daftar kuitansi yang akan dipertanggungjawabkan untuk kemudian dimintakan 

penggantinya. 
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Pada bulan November, penulis mengikuti perjalanan dinas mengenai transfer 

Barang Milik Negara berupa mobil dinas ke Kantor Lapas Kelas IIA Kuningan Jawa 

Barat. Penulis diikutsertakan dalam kegiatan tersebut karena sesuai dengan fokus 

penelitian penulis yaitu “Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat 

Instansi (SAKTI) dalam Penghapusan Barang Milik Negara melalui Transfer pada 

Kantor K”. Dalam prosesnya, penulis membantu menyiapkan dokumen yang akan 

dibawa seperti surat berita acara. Setelah itu, penulis ikut serta dalam proses 

penghapusan BMN pada aplikasi SAKTI. Kemudian penulis melakukan rekonsiliasi 

RAB dengan Laporan Fund Available untuk dirapatkan oleh para pegawai dengan 

Kepala Badan. Berikut ketercapaian pelaksanaan magang: 

No. Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

1. 1 September 2023  - Mempelajari profil Instansi 

- Menerima pembekalan mengenai aturan Instansi 

yang harus dilaksanakan termasuk mengenai jam 

kerja dan penempatan untuk kegiatan magang 

- Memasukkan data pemasukan dan pengeluaran 

barang ke dalam kartu persdiaan 

2.  2 September 2023 – 12 

September 2023 

- Memasukkan data pemasukan dan pengeluaran 

barang ke dalam kartu persediaan 

- Membantu scan Bukti Penerimaan Pajak 

3. 13 September 2023  

 

- Memasukkan data pemasukan dan pengeluaran 

barang ke dalam kartu persediaan 

- Mengikuti dinas rekonsiliasi BPJS Pegawai 

4. 14 September 2023 – 

25 September 2023 

- Memasukkan data pemasukan dan pengeluaran 

barang ke dalam kartu persediaan 

5. 26 September 2023 –  - Membuat Daftar Rincian Permintaan 
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5 Oktober 2023 Pembayaran anggaran 2023 

- Memasukkan data kuitansi pembayaran 

- Rekapitulasi nota dinas 

- Revisi Laporan Realisasi Anggaran 

6. 6 Oktober - Mengikuti rapat mengenai pemindahan PPNPN 

menjadi ahli daya  

7. 10 Oktober 2023  

 

- Revisi data Pegawai Pemerintah Non Pegawai 

Negeri (PPNPN) 

- Membuat notulen rapat mengenai Pemindahan 

PPNPN menjadi Ahli Daya 

- Rekapitulasi Persediaan barang untuk 

dimasukkan ke dalam SAIBA 

8. 11 Oktober 2023 –  

31 Oktober 2023 

- Memasukkan data pemasukan dan pengeluaran 

barang ke dalam kartu persediaan 

- Membuat Daftar Rincian Permintaan 

Pembayaran anggaran 2023 

- Memasukkan data Kartu Kredit Pemerintah 

9. 1 November 2023 –  

7 November 2023 

- Memasukkan data pemasukan dan pengeluaran 

barang ke dalam kartu persediaan 

- Membuat Daftar Rincian Permintaan 

Pembayaran anggaran 2023 

- Rekonsiliasi RAB dengan Laporan Fund 

Available 

10. 8 November 2023  - Membuat notulen rapat bersama Suku Dinas 
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Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 

Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai 

Manajemen Keselematan Kebakaran Gedung 

11. 9 November 2023 - Membuat notulen rapat bersama Suku Dinas 

Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 

Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai 

Pelatihan Tanggap Darurat Kebakaran oleh 

Dinas Penanggulangan Kebakaran 

12. 10 November 2023  

 

- Mengikuti perjalanan dinas transfer BMN berupa 

kendaraan dinas ke Kabupaten Kuningan 

- Mengikuti proses penghapusan BMN pada 

aplikasi SAKTI 

13. 13 November 2023 –  

16 November 2023 

- Membuat Nota Dinas  

- Membuat Daftar Rincian Permintaan 

Pembayaran anggaran 2023 

14. 17 November 2023  

 

- Rekonsiliasi RAB dengan Laporan Fund 

Available 

15. 20 November 2023 - Membuat Laporan Perjalanan Dinas 

16. 21 November 2023 – 

26 November 2023 

- Memasukkan data pemasukan dan pengeluaran 

barang ke dalam kartu persediaan 

17.  27 November 2023 - Rekonsiliasi RAB dengan Laporan Fund 

Available 

18. 28 November 2023 - 29 

November 2023 

- Membuat surat Permohonan Narasumber 

- Memasukkan data pemasukan dan pengeluaran 
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barang ke dalam kartu persediaan 

Tabel 1 Aktivitas Magang 

4.3 Hasil dan Pembahasan 

Pelaksanaan program magang dilaksanakan di Kantor K selama kurang lebih 

tiga bulan terhitung sejak 4 September 2023 sampai dengan 30 November 2023. Kantor 

K mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Indonesia di bidang 

urusan hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaiana 

dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023, 

Kantor K menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan, penetapan, dan pelaksnaan kebijakan di bidang peraturan 

perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, 

keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia; 

b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia; 

c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia; 

e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia 

f. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional; 

g. Perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di 

bidang hukum dan hak asasi manusia; 

h. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak 

asasi manusia; 

i. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; 

j. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; 
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k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi 

di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. 

Dalam pelaksanaan magang, karena penulis merupakan mahasiswa jurusan 

akuntansi maka penulis ditempatkan di Biro Umum dan Barang Milik Negara yang 

tugasnya meliputi melaksanaan layanan ketatausahaan, kearsipan, kesehatan, 

kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, 

keprotokolan, dan pengamanan di lingkungan Kantor. Untuk tugas akhir, penulis 

mengambil topik yang relevan yaitu pengelolaan barang milik negara. 

Melalui topik tersebut tentunya terdapat beberapa proses pada pengelolaan 

barang milik negara. Bagian penghapusan barang milik negara merupakan bagian yang 

penulis pilih untuk melakukan penelitian bagaimana prosedur penghapusan barang 

milik negara melalui tindak lanjut pemindahtanganan transfer pada aplikasi Sistem 

Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI). Penghapusan sendiri merupakan upaya untuk 

membersihkan pembukuan dan laporan BMN dari catatan atas BMN yang sudah tidak 

berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

sehingga menjadi kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan BMN 

Presiden RI berwenang menghapuskan BMN pada tingkat nasional yang secara 

fungsional dilakukan oleh Menteri Keuangan sebagai Pengelola BMN. 

Menteri/Pimpinan Instansi berwenang pada tingkat Instansi yang secara fungsional 

dikuasakan kepada Sekretaris Jenderal selaku Pengguna BMN setelah mendapatkan 

persetujuan dan pengelola BMN. Untuk pemegang user SAKTI sendiri terdiri dari 3 

orang, yaitu Operator, Validator, dan Approval. Operator bertugas membuat, merekam, 

dan mengoperasikan transaksi data SAKTI yang terdiri dari akun persediaan oleh 

Annisa Exsarika Wahyudi selaku PPNPN, akun aset oleh Dandun Narendro selaku 

Pramubakti, akun persediaan dan aset oleh Andika Pradipta Saragih, S.E. selaku 

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pratama dan Berlon Suryadi, S.H. selaku Analis 

Hukum, Validator bertugas memvalidasi data dari seorang operator yang diperankan 

oleh Tri Wantustri, serta yang bertanggungjawab dan menyetujui seluruh transaksi dan 

laporan keuangan yang dihasilkan aplikasi SAKTI yaitu Approval oleh Ibnu Prastyo, 
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S.H. selaku Kepala Subbagian Rumah Tanga dan Heny Widyawati, S.H., M.H. selaku 

Kepala Bagian Umum. 

Penghapusan BMN pada dasarnya tidak terkait dengan waktu. Namun, apabila 

memenuhi pertimbangan baik Teknis maupun Ekonomis atau pertimbangan lain yang 

tidak merugikan Negara serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

dari Instansi tersebut, maka dilakukan penghapusan BMN. Terdapat pengaturan usia 

minimal untuk beberapa jenis BMN. Penentuan dalam mempertimbangkan 

penghapusan yaitu: 

1. Barang bergerak: 

a. Pertimbangan Secara Teknis 

• Barang tidak dipergunakan/rusak secara fisik dan tidak ekonomis 

apabila diperbaiki; 

• Tidak dapat dipergunakan kembali akibat modernisasi; 

• Mengalami perubahan spesifikasi (rusak, terkikis, dll); 

• Selisih kurang dalam ukuran/timbangan karena penggunaan 

dalam penggunaan. 

b. Pertimbangan Secara Ekonomis 

• Berlebih (Ekses atau Surplus); 

• Negara lebih diuntungkan apabila dihapus. 

2. Barang tidak bergerak 

• Mengalami rusak berat karena terkena bencana alam; 

• Terkena Planologi Kota 

• Untuk kebutuhan organisasi 

• Penyatuan lokas untuk efisiensi  

• Pertimbangan sebagai rencana strategis pertahanan 

3. Untuk pertimbangan penghapusan kendaraan 

• Berumur 10 tahun sejak tahun pengadaan 

• Sudah ada penggantinya 

• Apabila dihapus tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas 

Penerapan SAKTI di Kantor K berhasil diterapkan dan telah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem 



24 
 

SAKTI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada 

efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-

Undang atau peraturan. Bagi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, aplikasi 

SAKTI sendiri sudah efektif dari segi kualitas sistem. Responden memberikan 

tanggapan terkait kemudahan penggunaan SAKTI mencakup data mudah diakses kapan 

saja dan di mana saja melalui perangkat yang terkoneksi dengan internet, setiap 

transaksi di seluruh modul dapat dipantau secara real time sehingga mudah dalam 

memperoleh informasi yang diperlukan untuk menyusun kebijakan dan pengambilan 

keputusan, serta terintegrasi dalam single database yaitu seluruh data diproses secara 

terpusat di server dan tersimpan dalam satu basis data. Tetapi pada saat menjelang 

rekonsiliasi data laporan  keuangan di akhir tutup peride, aplikasi agak sulit digunakan 

karena banyak pengguna dari seluruh K/L dan Pemerintah Daerah yang memakai 

aplikasi tersebut. Kementerian Keuangan juga menyediakan panduan teknis dan video 

pembelajaran yang menarik untuk kemudahan pengguna. Dengan adanya aplikasi ini, 

Kantor K sangat terbantu dan banyak dampak positif yang ditimbulkan pada seluruh 

kegiatan pelaksanaan, tugas pokok, dan fungsi dalam pelaksanaan pengelolaan BMN. 

Pemahaman SAKTI yang tinggi bagi sumber daya manusia juga berkontribusi 

signifikan terhadap kelancaran penanganan dan keandalan seluruh proses dalam 

transaksi. Untuk layanan dan aktivitas seperti perangkat komputer dan jaringan internet 

juga berjalan lancar karena sangat memadai. 

4.3.1 Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor K 

Proses penghapusan BMN pada Kantor K merupakan suatu rangkaian kegiatan 

yang dilakukan dalam pengelolaan BMN. BMN merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Keuangan Negara, tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Kuangan Negara bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan 

kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang 

maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak 

dan kewajiban tersebut”. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar 

barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 

membebaskan Pengguna Barang/Pegelola Barang/Kuasa Pengguna Barang dari 

tanggung jawab fisik dan administrasi terhadap barang yang berada dalam 

penguasaannya. Pada Triwulan 1 Tahun 2014, Kementerian Keuangan menerbitkan 
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Peraturan Menteri Keungan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Penghapusan Barang Milik Negara (BMN). PMK tersebut ditetapkan pada tanggal 14 

Maret 2014 dan diundangkan pada tangga 17 Maret 2014 dalam Berita Negara RI Tahun 

2014 Nomor 341. 

Berikut adalah proses penghapusan BMN melalui tindaklanjut 

pemindahtanganan transfer: 

1. Penghapusan BMN 

a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membentuk dan menetapkan Tim 

Penghapusan BMN sesuai kewenangannya 

b. Tim Penghapusan BMN menyusun dan mengelompokkan hasil inventarisasi 

BMN yang telah dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga  

c. Tim Penghapusan menyusun rencana penghapusan BMN serta 

melaporkannya kepada Kuasa Pengguna Barang, tugas Panitia Penghapusan 

sendiri meneliti barang yang akan dihapus, meliputi penelitian data 

administratif, penelitian kondisi fisik, dan penelitian aspek yuridis 

d. Pengguna Barang/Kuasa Barang mengajukan permohonan persetujuan 

penghapusan BMN kepada Menteri Keuangan berdasarkan laporan yang 

disampaikan Tim Penghapusan BMN 

e. Setelah persetujuan Menteri Keuangan, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 

Barang menetapkan Keputusan Penghapusan BMN dan Keputusan 

Pembentukan Panitia Hibah Penghapusan BMN 

f. Penyampaian laporan pelaksanaan penghapusan BMN oleh Kuasa Pengguna 

Barang kepada Kementerian Keuangan 

2. Transfer BMN 

a. Satuan Kerja Pemberi membuat draft BAST memberitahukan adanya 

transfer 

b. Satuan Kerja Penerima menerima pemberitahuan kemudian menjawab 

pemberitahuan apakah bersedia/tidak bersedia 

c. Satuan Kerja Pemberi mengirimkan barang yang dilampiri surat pengantar, 

BAST, dan ADK transfer 
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d. Satuan Kerja Penerima menerima barang, menandatangani BAST, 

melakukan transaksi BMN, memberitahukan Satker Pemberi dan KPKNL 

bahwa barang sudah diterima yang disertai bukti laporan BMN 

e. Menerima laporan penerima BAST yang ditandatangani penerima kemudian 

membuat CALBMN dan CALK untuk diserahkan kepada KPKNL 

f. KPKNL melaksanakan rekonsiliasi CALBMN dan CALK 

g. Satker Penerima persiapan review Inspektorat Jenderal 

h. Satker Penerima melaporkan BMN ke Kementerian 

Dokumen pendukung permohonan pengalihan status penggunaan BMN, antara 

lain: 

a. SK Transfer BMN 

b. BAST 

c. Pemberitahuan Transfer 

d. Surat Kesediaan Menerima Transfer 

e. ADK 

f. Dokumen pendukung seperti: 

• Nama produk, merk, tipe, spesifikasi, S/N barang 

• Kartu garansi 

• Buku manual 

• No. BMN di Satker Pengirim 

• Nilai Perolehan 

Berikut adalah proses penghapusan BMN melalui tindaklanjut 

pemindahtanganan transfer pada aplikasi SAKTI: 
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Gambar 6 Petunjuk Teknis Transfer Keluar 

1. Pilih menu RUH > Transaksi BMN > Penghapusan > Transfer Keluar (Barang 

Aktif), lalu pilih Rekam 

2. Pilih Kode Barang yang akan diserahkan kepada entitas lain 

3. Masukkan NUP awal dan NUP akhir BMN yang akan diserahkan kepada entitas 

lain 

4. Pilih tanggal pembukuan sesuai dengan dokumen sumber 

5. Masukkan dan pilih nomor dan tanggal SK dokumen pendukung 

6. Pilih satuan kerja tujuan yaitu satker pengguna SAKTI atau bukan pengguna 

SAKTI. apabila satusn kerja tujuan menggunakan SAKTI, maka pilih kode atau 

nama satuan kerja tujuan. Apabila satuan kerja tujuan adalah satker Non SAKTI, 

maka pilih kode atau nama satuan kerja tujuan 

7. Klik tombol Simpan 

4.3.2 Tugas yang dilakukan Biro Umum dan Barang Milik Negara pada Kantor K 

saat proses penghapusan BMN melalui tindak lanjut pemindahtanganan 

transfer pada aplikasi SAKTI 

Berdasarkan hasil pengumpulan data wawancara, berikut merupakan beberapa 

tugas yang dilakuan Biro Umum dan Barang Milik Negara Kantor K saat proses 

penghapusan BMN melalui tindak lanjut pemindahtanganan transfer pada aplikasi 

SAKTI 

Pada tahap pertama, Kantor K telah memiliki data sebagai berikut: 

1. Data anggaran yang telah tercantum pada Modul Aset  

2. Subkelompok kerja pengelolaan barang milik negara dengan jumlah lima 

orang yang dipimpin oleh subkoordinator pengelolaan barang milik negara  
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3. Informasi dan data barang milik negara yaitu kendaraan dinas yang 

tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 

 

Gambar 7 Data dan Informasi BMN Kendaraan Dinas 

4. Petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan barang milik negara berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah dan Nomor 165/PMK.06/2021 mengenai Tata Cara 

Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 

Berdasarkan petunjuk teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

165/PMK.06/2021, Kantor K melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1. Melaksanakan inventariasi data barang milik negara, seperti penelitian 

administrasi barang milik negara yang akan ditransfer ke Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan 

2. Melaksanakan penelitian kesesuaian fisik barang  

3. Meminta surat kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan terkait 

kesediaan menerima transfer barang milik negara  

4. Mengajukan permohonan transfer kepada pengelola barang yang disertai 

surat pernyataan kesediaan menerima transfer dari Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Kuningan 
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Setelah melaksanakan kegiatan sebelumnya, kemudian Kantor K dapat menyusun 

usulan permohonan transfer barang milik negara kepada Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Kuningan. Setelah disetujui, Kantor K melakukan proses transfer bersama 

dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan yang disertai naskah transfer dan 

penandatanganan berita acara serah terima. 

Hasil dari kegiatan tersebut yaitu berita acara serah terima dan naskah transfer barang 

milik negara berupa kendaraan dinas ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan. 

Selain itu, Kantor K juga melakukan input penghapusan barang milik negara di aplikasi 

SAKTI. Berikut step-step yang dilakukan pada saat input penghapusan barang milik 

negara: 

1. Pilih menu RUH > Transaksi BMN > Penghapusan > Transfer Keluar 

(Barang Aktif), lalu pilih Rekam 

2. Pilih Kode Barang yang akan diserahkan kepada entitas lain 

3. Masukkan NUP awal serta NUP akhir BMN yang akan diserahkan kepada 

entitas lain 

4. Pilih tanggal pembukuan sesuai dengan dokumen sumber 

5. Masukkan dan pilih nomor dan tanggal SK dokumen pendukung 

6. Pilih satuan kerja tujuan yaitu satker pengguna SAKTI atau bukan pengguna 

SAKTI. apabila satusn kerja tujuan menggunakan SAKTI, maka pilih kode 

atau nama satuan kerja tujuan. Apabila satuan kerja tujuan adalah satker Non 

SAKTI, maka pilih kode atau nama satuan kerja tujuan 

7. Klik tombol Simpan 

 

4.3.3 Kendala yang dihadapi Biro Umum dan Barang Milik Negara pada Kantor 

K saat proses penghapusan Barang Milik Negara 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan mengenai 

prosedur penghapusan BMN melalui tindak lanjut pemindahtanganan transfer yang 

dilakukan Biro Umum dan Barang Milik Negara pada Kantor K, penulis menemukan 

kendala yang menjadi penghambat dalam proses penghapusan BMN yaitu kendala 

waktu. Untuk berkas diperlukan persetujuan pengguna barang terlebih dahulu sebelum 

dilakukan penghapusan barang, kemudian harus ditandatangani oleh Kuasa Pengguna 

Barang yaitu Sekretaris Barang selaku pemberi barang dan Kepala Satuan Kerja selaku 
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penerima barang. Kendalanya yaitu memerlukan cukup waktu terkait tandatangan 

berkas sedangkan subkelompok kerja pengelolaan barang milik negara mempunyai 

tugas lain yang harus dikerjakan sehingga mengakibatkan kemunduran waktu pada 

tugas lain. 
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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait Implementasi 

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam Penghapusan Barang Milik 

Negara melalui Transfer pada Kantor K, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain 

1. Divisi Umum dan Barang Milik Negara pada Kantor K menggunakan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Pemindahtanganan Barang Milik 

Negara, untuk Badan Strategi Kebijakannya sendiri belum mempunyai SOP 

terkait tersebut. 

2. Prosedur penghapusan melalui pemindahtanganan transfer pada Badan Strategi 

Kebijakan terdapat tiga tahapan penting, yaitu input di operator modul aset, 

divalidasi, kemudian di-approve. 

3. Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam 

Penghapusan Barang Milik Negara melalui Transfer pada Kantor K sudah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2021 tentang Pelaksanan 

Sistem SAKTI. 

4. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sudah efektif dari segi 

kualitas sistem yang terdiri dari mudah digunakan, data mudah diakses kapan 

saja dan di mana saja melalui perangkat yang terkoneksi dengan internet, setiap 

transaksi di seluruh modul dapat dipantau secara real time sehingga mudah 

dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk menyusun kebijakan dan 

pengambilan keputusan, serta terintegrasi dalam single database yaitu seluruh 

data diproses secara terpusat di server dan tersimpan dalam satu basis data. 

Kementerian Keuangan juga menyediakan panduan teknis dan video 

pembelajaran yang menarik untuk kemudahan pengguna. 

5. Dalam penghapusan BMN melalui tindak lanjut pemindahtanganan transfer 

yang dilakukan Biro Umum dan Barang Milik Negara pada Kantor K memiliki 

kendala waktu, yaitu memerlukan cukup waktu terkait tandatangan berkas tetapi 
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subkelompok kerja pengelolaan barang milik negara mempunyai tugas lain yang 

harus dikerjakan sehingga mengakibatkan kemunduran waktu pada tugas lain. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang penulis sampaikan atas hasil penelitan terkait kendala dalam 

penghapusan BMN melalui tindak lanjut pemindahtanganan transfer yang dilakukan 

Kantor K yaitu diharapkan Biro Umum dan Barang Milik Negara selaku subkelompok 

pengelolaan barang milik negara dapat melakukan koordinasi dengan pejabat yang 

berwenangang melalui mekanisme waktu yang telah ditetapkan, karena mungkin terjadi 

dua faktor. Faktor pertama yaitu karena pegawai yang kurang tanggap dalam proses 

pengurusan berkas atau karena pejabat yang kurang aktif dalam menerima informasi 

mengenai kesesuaian berkas. 
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